
 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 125 –Bag Orgs/2025 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN NILAI AKHIR PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024  

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat 

Nomor 100.3.3.2/Kep.615-Bag.Orgs/2023 tentang 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-

2024, Perangkat Daerah diamanatkan untuk 

melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

instansi masing-masing;  

  b. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung Barat, perlu dilakukan penilain Indeks 

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Sistem 

Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) 

tahun 2024 dan penyampaian nilai akhir secara Pleno; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Nilai Akhir Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan 

Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); 

Memperhatikan 
 

: 1. Hasil Akhir Pleno mengenai Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah pada Sistem Pengukuran Reformasi 

Birokrasi Terintegrasi (SURABI); 

  2. Surat Edaran Nomor 100.3.3.2/2578/Bag.Orgs Tanggal 

21 Agustus 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkata Daerah Terintegrasi di Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2024. 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Nilai Akhir Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Nilai Akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. 

KETIGA : Kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai tertinggi 

peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) 

diberikan Piagam Penghargaan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

           

 Ditetapkan di Ngamprah 

                                        Pada tanggal  17 April 2025 

        BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Ttd. 

 

           JEJE RITCHIE ISMAIL 

 

PARAF KOORDINASI 

Sekretaris Daerah  

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  

Kepala Bagian Organisasi  

Kepala Bagian Hukum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR :100.3.3.2/ Kep. 125 –Bag Orgs/2025  

TENTANG PENETAPAN NILAI AKHIR PENGUKURAN 

INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 

 

DAFTAR NILAI PERANGKAT DAERAH HASIL PENGUKURAN INDEKS REFORMASI 
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

Rank Perangkat Daerah 
Nilai 
Akhir 

Predikat Kategori 

1 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 

DAN STATISTIK 
87.80 A 

Sangat 

Baik 

2 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

86.55 A 
Sangat 
Baik 

3 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 84.87 A 
Sangat 
Baik 

4 DINAS PENDIDIKAN 84.77 A 
Sangat 

Baik 

5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 84.15 A 
Sangat 
Baik 

6 INSPEKTORAT DAERAH 83.81 A 
Sangat 
Baik 

7 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

PENELITIAN DAN PENGEMABANGAN 
DAERAH 

83.71 A 
Sangat 

Baik 

8 DINAS KESEHATAN 83.10 A 
Sangat 
Baik 

9 SEKRETARIAT DAERAH 81.60 A 
Sangat 

Baik 

10 BADAN PENDAPATAN DAERAH 81.60 A 
Sangat 
Baik 

11 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
81.12 A 

Sangat 

Baik 

12 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 80.57 A 
Sangat 

Baik 

13 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 

80.37 A 
Sangat 
Baik 

14 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

79.88 BB Baik 

15 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 79.45 BB Baik 

16 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA 

79.40 BB Baik 

17 DINAS TENAGA KERJA 79.33 BB Baik 



Rank Perangkat Daerah 
Nilai 

Akhir 
Predikat Kategori 

18 DINAS PERHUBUNGAN 77.47 BB Baik 

19 DINAS SOSIAL 75.56 BB Baik 

20 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 74.61 BB Baik 

21 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 73.55 BB Baik 

22 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

72.77 BB Baik 

23 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 
SIPIL 

72.73 BB Baik 

24 SEKRETARIAT DPRD 72.46 BB Baik 

25 
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN 
71.96 BB Baik 

26 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 

70.99 BB Baik 

27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 68.51 B 
Cukup 
Baik 

28 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 

RUANG 
64.41 B 

Cukup 

Baik 

29 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 

64.28 B 
Cukup 
Baik 

30 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PEMUKIMAN 

58.25 CC Cukup 

31 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 
55.67 CC Cukup 

 
 

     

   BUPATI BANDUNG BARAT, 
 

     Ttd. 

 
 

JEJE RITCHIE ISMAIL 

 

 

PARAF KOORDINASI 

Sekretaris Daerah  

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  

Kepala Bagian Organisasi  

Kepala Bagian Hukum  

 


